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Abstrak
Study is to analyze the empowerment of local communities as a form of
poverty and unemployment, to describe and analyze the regional government
policy to increase the independence and well-being of local communities,
analyzing the factors that hinder and support the empowerment of local
communities against government policy Regions.
Metode research used in this research is qualitative research. Research
conducted through observation, literature, data collection and interviews,
quantitative methods for empowering local communities.
The results showed that Ivimahad village government should increase the
strength and weaknesses of the community, or to the community in the form
semberdaya preparation, opportunity, knowledge, and expertise in order to
increase the capacity of the community themselves. Implementation of government
functions of the village said to be successful if the people in the village have
bardaya Ivimahat aspect of education, economy. Social and cultural as well as an
adequate infrastructure, it certainly can reduce the levels of poverty and
unemployment.
Keywords: Community development; Local Government Policy
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PENDAHULUAN
Pada hakikatnya pembangunan daerah yang merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional tidak lain adalah bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat. Kesejahteraan rakyat ini hendaknya dimulai dari pembangunan kampung
yang merupakan skup terkecil sekaligus dasar darikeberhasilannya suatu
pembangunan secara nasional. Sebagai penjabaran dan bagian dalam upaya
pembangunan nasional, Kabupaten Merauke telah menetapkan visi daerah Tahun
2011-2016 yaitu "Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang
Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara". Visi
tersebut menyiratkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi
perhatian utama kepala daerah didukung dengan kecukupan pangan yang tentunya
diikuti oleh penguatan ekonomi lokal berbasis pada sumber yang berkelanjutan
karena dikembangkan dalam tataran kesejahteraan
Mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Merauke, maka misi
dalam   rangka   penyelenggaraan   pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. dan
pelayanan masyarakat yaitu:
1. Meningkatkan sumber daya manusia;
2. Meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Mengembangkan perekonomian wilayah kampung, distrik, dan
kotaberdasarkan potensi dan kemampuan manusia dan wilayah masing-
masing dengan pendekatan pembangunan hijau meliputi tanaman pangan,
kebun, ternak, ikan, dan hutan;
4. Mengembangkan dan menata zona perdagangan dan industri serta
jaringan tata niaga dan pasar lokal, institusional, regional, antar pulau,
dan internasional;
5. Membangun dan memberdayakan kampung melalui pemberian
kewenangan pengelolaan keuangan kampung (penyusunan APBD
kampung);
6. Menata kelembagaan pemerintah kampung, distrik, dan kabupaten sesuai
kebutuhan(pemekaran wilayah, penataan ruang kawasan, penataan
kelembagaan dan personalian)
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7. Meningkatkan dan menata prosedur pelayanan masyarakat secara terpadu
yang transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan
(good and clean government);
8. Membangun, meningkatkan, dan memelihara aksesibilitas wilayah lintas
kampung, distrik, dan kota (infrastruktur wilayah).
Sesuai dengan visi misi tersebut, maka prioritas pembangunan daerah yang
dijalankan salah satunya adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Merauke terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui sumberdaya
manusia dalam hal pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
dan mengembangkan potensi kampung. Sejauh ini, walaupun memiliki fungsi
strategis, kampung cenderung kurang mendapat perhatian, terpinggirkan,
dimarginalkan, bahkan kebijakan pemerintah sering tidak memihak desa, Ndraha,
(2003).
Pemerintah masih dihadapi pada kenyataan banyak permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan dan permukiman
perdesaan. Kemiskinan dan pemiskinan (marginalisasi) serta kesadaran penduduk
perdesaan/desa merupakan hambatan yang mendasar bagi dikembangkannya
kawasan perdesaan yang layak huni, dengan kualitas lingkungan yang terjaga,
kurangnya budaya lokal yang terlestarikan dan seimbang dengan pembangunan
kawasan perdesaan. Konteks ini dipertegas pula oleh Wasistiono, (2003) bahwa
kecenderungan tersebut nampak dari kecilnya alokasi dana pembangunan yang
digunakan untuk membangun desa/kampung dibanding sektor-sektor lainnya.
Kampung yang terbelakang dan tergantung pada pihak luar akan mudah dikuasai,
baik secara ekonomis maupun politis.
Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung dapat
melalui peningkatan koordinasi pengembangan sumber daya manusia,
pemanfaatan sumber daya alam serta menumbuhkan iklim yang mendorong
tumbuhnya prakarsa dan swadaya serta partisipasi masyarakat. Sebagaimana
penjelasan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
bahwa pelaksanaan pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi
kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi
Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian
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lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung
bagi masyarakat.
Kebijakan Bupati Merauke dengan program Gerakan Pembangunan
Kampung selanjutnya disingkat GERBANGKU diberikn untuk mewujudnyatakan
program pembangunan dalam wilayah kampung. Kebijakan pemerintah daerah
dalam alokasi dana adalah a) Dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke Tahun 2013 sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 15 Maret
2013 dan telah dialokasikan bagi kegiatan Gerakan Pembangunan Kampungku
(GERBANGKU) pada 160 Kampung sebesar Rp. 72.200.000.000,- (Tujuh Puluh
Dua Milyard Dua Ratus Juta Rupiah ).b. Kegiatan dengan pendanaan dimaksud,
dilaksanakan dan dikerjakan oleh dan untuk masyarakat secara langsung,
terkecuali kegiatan yang memerlukan keahlian dan peralatan yang tidak tersedia
di kampung, maka dapat diberikan kepada Pihak Ketiga dalam bentuk kerjasama
operasional yang disepakati oleh masyarakat di tingkat kampung dengan
melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan
dan tokoh Adat dalam forum musyawarah.
Sasarannya adalah (1) Bantuan keuangan kepada kampung dalam program
GERBANGKU ini diarahkan pada 160 Kampung se Kabupaten Merauke. (2).
Pemanfataan dana dimaksud meliputi bidang perencanaan, pengembangan
ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas dasar dalam bidang kesehatan,
pendidikan, sosial ekonomi, infrastruktur.
Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang berada pada
wilayah Provinsi Papua dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km atau 14,67
persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke
sebagai kabupaten terluas. Secara administratif Kabupaten Merauke terdiri dari 20
distrik, 8 kelurahan dan 160 kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke
hingga Tahun 2013 yang tersebar di 20 distrik tercatat sebanyak 255,022 jiwa
dengan kepadatan penduduk sebesar 4,49km /jiwa. Kampung Ivimahad berada di
Distrik Kurik dengan jumlah penduduk 16.448 jiwa dimana penduduk kampung
Ivimahad terdiri dari 993 jiwa dan 279 Kepala Keluarga dengan rata-rata rentang
keluarga berjumlah 4 orang per kepala keluarga. Tingkat pendiikan 304 jiwa,
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tidak tamat SD sebanyak 165 orang, tamat SD 225 orang, yang sedang
melanjutkan SMP sebanyak 187 orang, SLTA sebanyak 82 orang, ditingkat
Deploma sebanyak 16 orang dan Strata satu sebanyak 14 orang ini menunjukan
bahwa pendidikan di belum mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Tujuan
khusus kebijakan pemerintah daerah adalah melalui bantuan keuangan program
kerja pemerintah daerah kepada kampung untuk terwujudnya percepatan
pembangunan di kampung yang didasarkan pada pengembangan kemandirian
masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, meliputi bidang
perencanaan, pengembangan ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas dasar
dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi.Hal ini tentunya untuk
mempercepat pengentasan kemiskinan, buta huruf, perbaikan gizi anak dan ibu
serta tingkat pengangguran.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bentuk penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran.
2. Apakah kebijakan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemberdayaan
masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah Daerah
LANDASAN  TEORI
1. Pemberdayaan masyarakat
Menurut Tjokrowinoto (2001:29), pemberdayaan identik dengan
melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang tidak sekedar membentuk
manusia professionaldan terampil sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat
memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan, tetapi menekankan
pentingnya kemampuan (empowerment) manusia untuk mengaktualisasikan
potensinya sebagai manusia.
Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya
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sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif, Sumaryadi, (2005:105).
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan
masyarakat adalah upaya untuk membangun, meningkatkan dan memulihkan
kemampuan suatu komunitas untuk menjadi lebih baik dan bertindak sesuai
dengan dengan hak, harkat dan martabatnya.
Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep
pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, pemberdayaan masyarakat memerlukan
breakeven dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda
dari organisasi bisnis, dimana dalam    pemberdayaan masyarakat keuntungan
yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan
pembangunan lainnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan
partisipasi masyarakat baik ialam perencanaan maupun pelaksanaan yang
dilakukan.Ketiga, kegiatan pelatihan nerupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan
dari usaha pembangunan fisik dalam nelaksanakan program pemberdayaan
masyarakat.Keempat, implementasi usaha temberdayaan    harus dapat
memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal tembiayaan baik yang berasal
dari   pemerintah,   swasta maupun sumber-sumber ainnya.Kelima, kegiatan
pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai enghubung antara
kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan lasyarakat yang
bersifat mikro.
Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya
bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya
kesadaran bahwa faktor manusia memegang peranan penting dalam
pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat
Partisipasi dalam konteks pembangunan masyarakat merupakan suatu
elemen dari suatu proses pembangunan masyarakat yang perlu dibangkitkan
terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa
dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi atau turut serta.
Berbagai sumber menyatakan penaaakaa partisipasi masyarakat merupakan salah
satu dari pembangunan itu sendiri, Taliziduhu, (1990:101-104). Pada dasamya
partisipasi dibedakan atas dua tope yaitu:  a)  Partisipasi horizontal yang berarti
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psrtisipasi  yang dilakukan oleh sesama warga antar sesama warga atau anggota
perkumpulan.  b) Partisipasi vertikal yaitu partisipasi dilakukan oleh bawahan
dengan atasan, antara klien dengan patner, atau antara  masyarakat sebagai suatu
keseluruhan dengan pemerintah.
3. Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung
Perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia akan ketimpangan
pembangunan yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru telah mendapat
respons yang positif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang nota bene merupakan
bentukan masa Orde Baru. Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei 1999 telah
menyetujui Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang
lebih mandiri, yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 (revisi UU NO
32/2004) tentang Pemerintahan Daerah.
Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut antara lain adalah
untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah menyelenggarakan otonomi daerah
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu
pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami mengenai otonomi daerah
adalah melalui pendekatan politik pemerintahan, yaitu dengan mempelajari
bentuk-bentuk produk kebijakan pemerintahan seperti produk peraturan
perundangan. Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusi Republik
Indonesia meletakkan Pemerintah Daerah sebagai suatu pokok penting dalam tata
kenegaraan
Republik Indonesia. Dalam pasal 18, diatur bahwa: "pembagian daerah
Indonesia atas daerah beser dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewah berdasarkan pada ketentuan
konstitusi tersebut maka UU 32/ 2004 mengatur lebih jauh mengenai
pemerintahan daerah.
Lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi provinsi papua adalah hal yang sangat mendasar terciptanya perubahan di
Papua. Perubahan dimaksud adalah perubahan paradigma dalam melaksanakan
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pembangunan di papua dengan memperioritaskan  pemberdayaan terhadap orang
asli papua berlandaskan kepada adat dan budaya.
KERANGKA PIKIR
BAHAN DAN METODE
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada kampung Ivimahad Distrik kurik yang
salah satu kampung binaan Universitas Musamus untuk melakukan studi
mendalam tentang pemberdayaan masyarakat kampung secara menyeluruh
terhadap kebijakan pemerintah.
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif
(qualitaif research) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami
maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otenusitas.
Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk meneliti kondisi subjek,
dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang
terbatas namun mendalam dengan penggambaran secara holistik. Pendekatan
kualitatif mencirikan makna kaulitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak
menggambarkan perhitungan, Maleong, (2000).
3. Sumber Data
Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
dari hasil wawancara dan observasi. sedang data sekunder bersumber dari
instansi-instansi terkait serta hasil-hasil laporan, penelitian sebelumnya yang dapat
Peningkatan
Pembanguna
ndan
Kesejahteraa
n
MasyarakatFaktor penghambatKebijakan Pemerintah
Pemberdayaan
Masyarakat
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mendukung  kajian penelitian.
4. Analisis Data
Adapua teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :
a. Wawancara mendalam terbagj dua bagian, dengan strategi pertanyaan
yang gampang dimengerti dan diingat oleh informan tanpa mengurangi
makna dan tujuan yang dicari dari permasalahan penelitian. Tahapan-
tahapan itu adalah sebagai berikut : Pertama, penggambaran umum
mengenai pelaksanaan pembangunan kampung dalam upaya
pemberdayaan masyarakat; Kedua, menganalisis tentang kebijakan
pemerintah daerah dalam menentaskan kemiskinan dan pengangguran;
ketiga, menggambarkan fakator-faktor penghambat dalam pemberdayaan
masyarakat.
b. Pengamatan (observation) dilakukan dengan dua cara yaitu, pengamatan
biasa dan berpartisipasi. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan
biasa adalah data yang dapat diamati oleh peneliti tanpa menuntut
keterlibatan secara langsung. Jenis data yang diperoleh dengan cara ini
adalah antara lain,keadaan pemukiman penduduk, jenis peralatan dalam
aktifitas usahanya, pola aktivitas dan kegiatan sehari-hari penduduk
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang
ada. Sedangkan pengamatan berpartisipasi (full observation partic ipation)
dilakukan untuk memperoleh data yang menuntut keterlibatan peneliti
dalam setting yang diteliti, seperti perilaku dan aktivitas masyarakat, serta
hal-hal yang menyangkut substansi permasalahan dalam penelitian.
c. Group Discussion (Diskusi Kelompok) dilakukan dengan melibatkan
sejumlah anggota masyarakat yang dianggap punya kapasitas memberikan
informasi sesuai dengan tema permasalahan penelitian. Diskusi kelompok
ini juga dimaksudkan untuk pengecekan ulang terhadap sejumlah
informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Diskusi kelompok
ini dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah masyarakat yang benar-
benar terwarkili dan dilaksanakan pada tempat yang berbeda. Pendekatan
ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dari persoalan
yang sedang dibahas.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.Geografi Kampung Ivimahad
Kampung Ivimahad adalah salah satu kampung lokal yang sal ah satunya
berada diwilayah Distrik Kurik dimana luasnya 977,05 km2 dengan jumlah
kampung sebanyak 9 ( sembilan ) kampung, jarak tempuh dan kota Merauke ke
kampung Ivimahad berjarak 83 km. Kampung Ivimahad jumlah penduduk kurang
lebih sebanyak 988 jiwa di antaranya laki-laki sebanyak 581 jiwa dan perempuan
sebanyak  407 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 357 orang,
Rukun Warga (RW) sebanyak 3(tiga) serta memiliki 9 (sembilan) Rukun
Tetangga (RT) pada tahun 2015. Potensi wilayah yang dimiliki Kampung
Ivimahad Distrik Kurik adalah perikanan, pertanian dan perkebunan baik untuk di
kelolah dan di kembangkan oleh masyarakat setempat sebagai sumberdaya alam.
Kehidupan Sosial Budaya seperti pendidikan sangat menentukan kemajuan
suatu kampung tidak bisa di lepaskan dari sumberdaya manusianya dan salah satu
faktor yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat
pendidikan yang berhasil dicapai oleh penduduk maka kualitasnya juga akan
semakin baik, hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan
yang di capai maka tinggkat kecerdasan atau keterampilannya juga semakin tinggi
sehingga semakin tinggi pula tingkat produktifitasnya. Dimana memiliki 1 (satu)
Sekolah Dasar dan PAUD.
Masyarakat yang ada di Kampung Ivimahad memeluk beberapa agama
yakni kristen protestan, katolik dan terdapat pula masyarakat yang memeluk
agama islam. Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Budaya, sistim
kemasyarakatan dan hubungan sosial tersebut terlihat kecenderungan masing-
masing untuk saling memperlihatkan sikap dan interaksi saling menerima, baik
sebagai anggota kerabat, teman sekolah, teman kerja, tetangga dan lain-lain,
demikian pula terlihat sopan santun dalam pergaulan.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal
Pendanaan dari program GERBANGKU yang dipergunakan bagi bantuan
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 32,5% dari alokasi anggaran belanja
langsung dengan perincian sbb :
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a. Untuk kampung dengan alokasi dana gerbangku sebesar Rp. 500.000.000,-
(LimaRatus Juta Rupiah), dana Pemberdayaan Masyarakat sebesar
Rp.138.710.000,-( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh
Ribu Rupiah ).
b. Untuk kampung dengan alokasi dana gerbangku sebesar Rp. 138.710.000,-
(SeratusTiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dana
pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 73.710.000,-(Tujuh Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Bantuan Pemberdayaan masyarakat ini dapat disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan serta kegiatan yang menjadi skala prioritas dari kampung dengan
besaran dana bantuan program yang ada serta disepakati dalam musyawarah
penetapan program kampung, mengingat setiap kampung memiliki kebutuhan
yang berbeda-beda dari bantuan pemberdayaan ini. Kampung diberikan
keleluasaan/kebebasan menentukan program priori tas dari aspek bantuan
pemberdayaan ini adapun rincian dari 5 (lima) aspek bantuan Pemberdayaan
Masyarakat sebagai berikut :
1. Bidang Pengembangan
Perekonomian Masyarakat diarahkan bagi pengembangan perekonomian
masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi yang rumbuh dan berkembang di
kampung, baik pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan. perdagangan
ataupun usaha jasa lain, yang memungkinkan perekonomian masyarakat dapat
rumbuh dan berkembang seperti. Peningkatan Sarana dan prasana produksi
pertanian dimana para warga mengelola persawaan dengan mandiri dan penyiapan
lahan dan pengolahan lahan baru.
2. Bidang Pengembangan
Pendidikan di kampung Ivimahad hanya terdapat satu sekolah yaitu
Sekolah Dasar YPPK dan sekolah lainnya di luar kampung. Kegiatan bidang
pendidikan ini diarahkan pada kegiatan pendidikan baik dari segi formal yang
mendukung terselenggaranya program pendidikan kampung, antara lain:
- Bantuan Alat tulis sekolah dan perlengkapan sekolah
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- Memberi kursus kepada para aparatur kampung dalam meningkatkan
sumberdaya manusia dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan
administrasi kampung.
- Insentifbagipengajar/pelatih kegiatan pelatihan ketrampilan masyarakat
- Bantuan Biaya Peningkatan Kapasitas/Ketrampilan masyarakat Kampung
(Kursus-kursus ketrampilan/Pelatihan).
Program pemberdayaan perempuan lebih diarahkan pada penguatan
kelompok perempuan dalam wadah PKK Kampung, baik dari segi peningkatan
ketrampilan wirausaha, maupun peningkatan Sumber daya Manusia khususnya
para ibu rumah tangga.
3. Bidang Sosial Masyarakat
Bantuan sosial diarahkan pada kegiatan kemasyarakatan, baik kepada
lembaga ke kelembagaan adat dan organisasi pemuda.
4. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan.
Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di kampung dapat
diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan
derajat kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
terutama bagi warga kurang mampu. Sasaran utama adalah penciptaan lingkungan
yang sehat, peningkatan gizi masyarakat, edukasi kepada masyarakat akan
pentingnya perilaku sehat, pemberian makanan tambahan dan peningkatan gizi
bagi ibu hamil dan ibu menvusui serta balita. Pada data tahun 2015 bulan
November tercatat bahwa masih banyak masyarakat yang tekena penyakit baik
penyakit kulit maupun pengakit dalam. Tercatat dalam laporan data kesakitan di
kampung Ivimaha antara lain diare 9 orang, kusta 2 orang, cacingan 10
orang,penyakit mata lainnya 10 orang, infeksi telinga 1 orang, tekanan darah
tinggi 9 orang, infeksi akut pada pernapasan 38 orang, asma 23 orang, rongga
mulut 2 orang, saluran kencing 7orang, kulit 36 orang, anemia 6 orang, gastritis
sebanyak 50 orang.
5. Bidang Infrastruktur
Program infrastruktur yang dibiayai oleh program GERBANGKU sebesar
50 % dari alokasi belanja langsung bagi setiap kampung .a)   Untuk kampung
dengan alokasi dana gerbangku sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta
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Rupiah). dana bidang Infrastruktur  Rp. 213.400.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah ). b) Untuk  kampung dengan aJokasi dana gerbangku
sebesar Rp. 2 J 3.400.000 ,- ( Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu
Rupiah ), dana bidang infrastruktur  sebesar Rp. 113.400.00,-Adapun kegiatannya
dapat  berupa : Pembuatan Gorong-gorong;  Rehap dan atau Pembangunan balai
dan kantor Kampung.   Penyediaan Sarana Air Bersih (Sumur, Penampung Air
Hujan (PAH), bak air;  Pembangunan MCK Umum. Kebijakan pemerintah daerah
dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kebijakan pemerintah berupa bantuan keuangan kepada kampung dalam
program kerja GERBANGKU dimaksudkan untuk terwujudnya percepatan
pembangunan di kampung yang didasarkan pada pengembangan kemandirian
masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas
pemerintahan kampung serta penyediaan fasilitas dan inirastruktur dasar yang
sangat dibutuhkan masyarakat di kampung.
Bertujuan untuk meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat
dalam pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
sekaligus melestarikan hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan di kampung,
melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatis dengan mendayagunakan
potensi dan sumber daya lokal, mengembangkan kapasitas pemerintahan kampung
dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan di kampung yang berkelanjutan,
menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang menjadi
prioritas di kampung.
Pendanaan dari program GERBANGKU yang dipergunakan bagi bantuan
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 32,5 % dari alokasi anggaran belanja
langsung dengan perincian sebagai berikut: a)Untuk kampung dengan alokasi
dana gerbangku sebesar Rp. 500.000.000,- ( LimaRatus Juta Rupiah), dana
Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 138.710.000 ,-( Seratus Tiga Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).b) Dana bidang Infrastruktur Rp.
213.400.000 ,- ( Dua Ratus Tiga Belas Juta EmpatRatus Ribu Rupiah.
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6. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemberdayaan
masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah Daerah
Ada beberapa paktor menghambat pemberdayaan masyarakat diantaranya:
a). Belum terjadinya perubahan pola pikir dari masyarakat, Dalam pelaksanaan
program pemerintah, tujuan dasarnya adalah melakukan pemberdayaan di
masyarakat. Namun hal ini sulit terjadi karena selama ini masyarakat bukan
menjadi subjek dari program-program dari pemerintah. Sehingga masyarakat
selama ini terpola dalam pikiran mereka hanya mementingkan materi. b.). Waktu
proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung singkat, Program-program
yang dilaksanakan juga memakai batas waktu pengerjaan dalam setiap siklusnya.
Padahal dalam pendampingan ataupun pemberdayaan masyarakat membutuhkan
waktu yang tidak sebentar.
Pendamping dan pemberdaya harus melebur dan menyatu dimasyarakat
dahulu agarmengerti apa yang menjadi keinginan masyrakat dilingkungannya.
Selain faktor yangmenghambat tadi, terdapat juga faktor yang mendukung
pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pember dayaan Masyarakat diantaranya
adalah Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan program Gerbangku.
PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke dengan program Gerakan
Pembangunan Kampungku yang selanjutnya disingkat GERBANGKU diberikan
untuk mewujudnyatakan serta menjawab kekurangan program pembangunan
dalam wilayah kampung sehingga kegiatan pembangunan dalam skala kecil yang
mampu dikerjakan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Oleh karenanya perlu di sadari bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung
pada setiap tahapan pembangunan di kampung, mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan dan tindaklanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci
keberhasilan pembangunan itu sendiri dimana:
1. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bentuk penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran. Pemberdayaan masyarakat di kampung
Ivimahad masih banyak taraf ekonominya dibawah garis kemiskinan ini
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terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang berkebun dan menggarap
sawah tergantung pada curah hujan.Tingkat angka kesakitan yang cukup
tinggi, serta tingkat air bersih dan kebersihan MCK yang kurang memadai.
2. Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan
mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal-
hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daeah dalam konteks
pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:(a) membantu masyarakat
menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian
dan kesejarteraan masyarakat, (b) membantu masyarakatmenfasilitasi
kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi), dan (c)
membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses
dan bantuan permodalan. Kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada
pembeda-bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung
jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyankat secara bersama- sama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh
pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya adalah: (a)
membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi
masyarakat, (b) memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong
partisipasi warga dalam berswadaya, dan (c) melakukan pembinaan dalam
kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam setiap kegiatan tidak selalu
berjalan seperti apa yang diharapkan, atau senantiasa lancar tanpa
menemui kendala. Hambatannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat
dalam partisipasi pembangunan kampung dan tingginya tingkat
penganguran dilihat dari tingkat angka kesakitan masyarakat dan
kurangnya transparansi tentang program-program kampung dan dana
kampung. Keberhasilannya adalah walaupun dana kampung yang
digunakan tidak memadai dalam implementasinya kegiatan yang didanai
oleh program GERBANGKU tetap berjalan seperti penerangan lampu
jalan. Sarana air bersih serta bantuan pendidikan anak sekolah dan
mahasiswa berjalan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka bentuk dan peran
partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat mutlak
dilakukan  dan setiap pemerintah kampung dan perangkatnya harus berperan besar
memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi
setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan
apa yang menjadi pilihan hidupnya.
Keberadaan aparat kampung bertujuan untuk meningkatkan kekuatan
masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa semberdaya, kesempatan,
pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam
menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat  berpartisi dan mempengaruhi
kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di kampung. Pelaksanaan fungsi
pemerintah kampung tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di kampung
Ivimahat telah   bardaya   dari aspek pendidikan,   ekonomi, sosial  budaya serta
infrastruktur yang memadai, hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat
kemiskinan dan pengangguran.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran
yang sekiranya dapat berguna sebagai bah an masukan bagaimana pelaksanaan
kegiatan program pemerintah yaitu:
1. Waktu pendampingan dimasyarakat harus diperpanjang lagi sesuai
dengan kebutuhan kampung. Karena beda tempat tentu juga akan berbeda
cara dan pemberdayaan masyarakatnya. Untuk itu program harus dinamis
ddan tidak kaku terhadap pola yang ada dimasyarakat , apabila waktu
pendampingan ini maksimal, maka juga akan berpengaruh pada hasil yang
akan didapat dari keluaran kegiatan yang diharapkan program Gerbangku
2. Pendekatan yang lebih baik lagi harus dilakukan oleh pemerintah. Pola
pendekatan ini perlu diubah. Karena banyak dari masyarakat yang
berfikiran bahwa program yang ada dipemerintah selama ini lebih banyak
kepada hal sosial yang bukan ber sifat pembelajaran dan pemeberdayaan
di masyarakat. Utntuk itu perlu ditelaah lebih baik lagi oleh pemerintah
dalam hal memberikan peleyanan yang terbaik bagi masyarakat.
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